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MOTTO

“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering darvan en het

toezicht daar over opdraagt aan schelmen””

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu

sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

" Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, Dari Timur ke Barat
Memandu Hukum, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
2008, hal. 119
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RINGKASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal
kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat”. Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih
menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah. Sebagian
masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan
oleh partai politik yang ada tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat
dipahami apabila kemudian timbul anggapan di masyarakat bahwa partai politik
yang ada masih terlalu menyibukkan diri dengan isu-isu yang sifatnya “perebutan
kursi kekuasaan di pusat” saja. Akibatnya, timbul kekecewaan pada diri masyarakat
daerah terhadap partai politik. Kekecewaan masyarakat daerah itu pada
perkembangan selanjutnya dapat mendorong timbulnya upaya untuk mendirikan
partai politik lokal.

Sekalipun secara historis kehadiran partai politik lokal punya dasar yang
cukup kuat, apakah dari aspek hukum (tata negara) kehadiran partai politik lokal
dapat dibenarkan. Pertanyaan ini menjadi penting karena ada pendapat yang
mengatakan bahwa Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak memungkinkan adanya partai politik lokal.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkaji dan menganalisa
lebih mendalam lagi tentang kedudukan partai politik lokal khususnya di wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam dengan judul : “Kedudukan Partai Politik Lokal
Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2011”

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu (1) Apakah partai
politik lokal Nanggroe Aceh Darussalam bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik ? dan (2) Apakah partai politik lokal
Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengikuti pemilu dan pemilukada dalam tingkat
lokal maupun nasional. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara
lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan

xii



dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait Kedudukan Partai
Politik Lokal Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Undang—Undang Nomor 2
Tahun 2011. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan
pendekatan masalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa Dalam konteks yuridis,
pembentukan partai politik lokal di Indonesia masih terhalang oleh aturan-aturan
yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-
Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Ketentuan UUD 1945, khususnya
Pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional
terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan
berkumpul, yang salah satunya adalah dengan membentuk partai politik. Di satu
sisi, dengan membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3), maka tidak
cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup kemungkinan bagi
kehadiran partai politik lokal. Eksistensi parpol lokal di Aceh secara yuridis tidak
lagi bertentangan ketika Undang Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh dan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di
Aceh telah mengamanatkannya.

Kehadirannya juga merupakan bagian dari road map to peace process di
Aceh. Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam dapat mengikuti Pemilihan
Umum Nasional, khusus di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Demikian halnya
dengan Pemilukada, menjadi salah satu agenda resmi yang diikuti oleh Partai
Politik Lokal di Aceh. Melalui Pilkada itulah aspirasi masyarakat Aceh yang selama
ini kurang mendapat tanggapan akan tersalurkan. Pilkada di Aceh dilaksanakan oleh
Komisi Independent Pilkada (KIP) Keberadaan partai politik lokal dapat dikatakan
memiliki kaitan yang erat dengan masalah HAM. Di satu sisi keberadaan suatu
partai politik lokal dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perwujudan HAM,
terutama hak kemerdekaan berserikat (freedom of association), dan di sisi yang lain,
keberadaan partai politik lokal akan dapat berfungsi sebagai pembawa aspirasi
masyarakat daerah dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses

pembangunan
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